PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ; o4 TAHUN 2014

TENTANG
FEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Dl KABUPATEN MUNA

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFPATI MUNA

Meuimhar.g : a. Behwa untuk memperuas daye tamping slswa i Sekolah Menengah .
Pertama s=suai dengan kebuluhan masyarasat. maka dipandang
periu membeniuk lembaga seXoiah baru

L. balwra Deidasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud pada hual
aperud aturdengan Fersturan Bupsti Muna;

mengingat- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1859 tentang pambentukan Daemah-
Daerah Tingkat |l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesie
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahsn Lembaran Negara Nomor 18227

2. Undang-undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional;[Lembaran Negara Rapublik Indenesia Tahun 2002 Momor
74, Tamoahan Lembaran Negara Nomor 1622);

3. Undang-undang Momor 10 Tshun 2004 tentangy Pernberiukan
Peraluran Perundang-undangarn. [Lembaran MNegara Regublik
Incones:a Tahun 2004 Nomor 53, Tambpahan Lembaran Megara
Republk Indonesia Namor 4303);

4. Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 fentang  Pemerdinizh
Dasrah(Lemoaran  Nagara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tarbahan Lembaran Megara Republk Indonesia Nemor (£437)
sebagalmana telah diubah dua kali terskhir dengan undang-undang
Momor 14 |ahun 2008 temiang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahon 2004 fentang Pemerantahan Dasran,



10.

11

12

14,

16

{Lembaga Megara Tahun 2008 Nomeor 58, Tambahan Lembaran
MNagara Nomer 4835),

Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerirtah Pusa: dan Pemerintoh Daerah
(Lembamn Negaa Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126,
Tambanan Lembaran Negarz Republik Indonesis Nomeor 4438)
Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 1290 tentang Pendidikan
Dasar

Peraturan Pemeniniah Momor 3E Tahun 71982 wentang Tenaga
Kepandidikan

Peraturan Pamerintah Nomor 2% Tahun 1992 lenteng Peran Sars
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional,

Poraturan Pemenntah Momor 18 Tahun 2005 tentang Standar
Ma=ional Percidikan,

Peraturzn Pemarintah Momor 58 Tanun 2005 tentang Fargelolaan
Keuangan Dasran;{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2005 Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Momar 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor T8 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Deerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 205 Noemor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repukblik Indonesia Momer 4085);
Fergturan Pererntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urusan  Pemerntshan aniara Pemerintah, Femennleh Caerah
Piapins! ¢an Pemerintah Daersh KabupatenKota (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 Peraluran Psmedintah Memor 41 Tahua 2007 tentang Organisasi

Perangkat Dazersh (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4741}

Keputusan Manterl Pendidikan Masional homor O10/V2000 tentang
Qrgarisasi dan Tata Kere Departeman Perdidikan Masiona’;
Keputusen Maonteri Pendcikan Nasional Nomo D60/L2002 tertang
Padoman Pendiran Sekolah;

Kepulusan Mentsri Dalam Neger Momor 130-ET/2002 tantang
Porgakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kola



17. Peraturan Menteri Dalam MNegerl Nomor & Tahun 2005 tentang
Fedoman Tala Nssksh Dinas o Lingkungan Pemerrtsh
Kabupaten/Koa; :

18. Fersturan Menteri Dalarn Negeri Memcr 17 Tahun 2008 tentang
Lembaran Dawrah dan Berlta Daseran;

18. Pergturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi
urtuk Satuan Pendidkan Dasar dan Menengah;

£0. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tshun 2006 tentang Standar
Kompeatansi Lulugan untuk Satvan Pandidkasn Dasar dan
maenangsah;

21. Peraturan Daerah Kebupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pambeniukan Organisas! Dinas-Dinas Dasrah Kabupaten Muna;

22, Peraturan Dasrah Kabupaten Muns Momer 04 Tahun 2014 tentang
Pénelapan Anggaran dan Péndapatan Belanja Daerah [APBD)
Kahupaten Muna Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG  PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN SEXOLAH MENENGAH FERTAMA SATU ATAF
DI KABLIPATEN MUNA TAHUN 2014,

BABI
KETENTLAN UMUM

Pasal 1

Dalam Persturan Bupali Ini vang dimakaud dengan :

1, Daerah soglah Kabupaten Mena;

2. Bupati adalah Bupati Mung

3 Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;

4, Kepala Dinas Pandidiken adalan Kepala Dinas Perdidikan Kabupaten Mune.;

5. Kepals Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan;

5. Wkl Kepala Sekolah adalah guru yang diangxat oleh Kepala Sekolah melalui
pemilihan dewan gury;

7. Sekolah Menangah Pertama sdalan Satuan Pendid Kan yang menyelenggarakan
Pendidikan Dasar;



BAE I
PEMEENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal £
Membentuk Sekclah Menengsh Pertama (SMP) dengan Nama, Alamat sebagaimana
t=rcantum pada lzmpiren | Pereturan Bupafi inf:

Peeal 2 i
Sukolah Menengah Pertama yong dibentuk tersebul berada dalam Ingkun Dinas
Penddikan dan Eurtn'.ggung jawaib kapada Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 4
Bagan Drganisasi Se<olah Merengah Pertema (SMP) sebagaimana tercaniurm pada
Lampiran |l Peraturan ini;

Pasal &
Peraturan Bupet! ini beraku pada tanggal diundangksn;
Agar setap arang mengatahiinys, memerintankan Pergundangan Peraturar Bupatl in
dengan penatapanya dalam Barita Daerah Kabupaten Muna

Ditetapkan ai Raha
Padz janggal 26-c3£014




LAMFIRAN APERATURAN BLIPAT| MUNA
NOMOR :Gﬂ' TAHUN 2014
TANGGAL :26-5-2014

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO NAMA SEKULAH ALAMAT KECAMATAN

1 SMPN 11 Raha Kel. Laiwor Bala Laiworu

-




